
 

 

 

   

  

RENCANA		
KERJA	TAHUN	
2023	
 
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN 
HIDUP DAN KEHUTANAN 



 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA 
NOMOR: SK.17/PHP/TU/REN.0/12/2022  

TENTANG 

RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA, 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 
15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional, setiap 
Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana 
Kerja Tahunan (Renja) yang berpedoman pada 
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-
KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan 
nasional; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon 
II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku 
penanggung jawab kegiatan untuk menyusun 
Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana 
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tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum 
Pidana Tahun 2023; 

Mengingat : 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5164); 



 

 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5432); 

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 207 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Daerah Aliran Sungai Citarum (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30 

13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 209); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

15. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174); 

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
713); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 
tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 
2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 928); 



 

 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80); 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata 
Laksana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719); 

20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 
tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Tahun 2023; 

21. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.6/PHPLH/SET.10/REN.2/9/2020 tentang 
Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024; 

22. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor 
SK.4/PHPLHK/TU/REN.0/2/2022 tentang 
Perubahan atas Keputusan Direktur Penegakan 
Hukum Pidana Nomor 
SK.15/PHP/TU/REN.0/11/2020 tentang Rencana 
Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 
2020-2024. 

MEMUTUSKAN 
   
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENEGAKAN 
HUKUM PIDANA TAHUN 2023. 

   
Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 

2021 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan 
kegiatan dan penggunaan anggaran Direktorat Penegakan 
Hukum Pidana Tahun 2023. 



 

 

Kedua : Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 
2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
   
 

 

 

 

 

  

   
  Ditetapkan di : Jakarta 
  Pada tanggal : 12 Desember 2022  
     
     
     
  Yazid Nurhuda, S.H., M.A 

NIP. 19681209 199303 1 001 
     
     
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan; 
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Penegakan 
Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Rencana Strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan 
bentuk komitmen Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk mendorong keberhasilan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
khususnya terkait penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

 

Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pimpinan dan 
seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran agar lebih terarah 
dan efektif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya 
dapat memberikan kontribusi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024. 

 

 

Jakarta,        Desember 2022 

 

 

Yazid Nurhuda, S.H., M.A  

NIP 19681209 1993 1 001  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang 

Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun 
berdasarkan uraian tugas, fungsi dan kewenangan, hasil evaluasi kinerja, tantangan pada 
periode sebelumnya, perubahan iklim, pengarusutamaan gender, serta prognosis capaian 
pada tahun yang akan datang di lingkup Direktorat PHPLHK. Pada tahun 2023, Direktorat 
PHPLHK berfokus pada tiga permasalahan terkini yang menjadi isu utama; (1) penegakan 
hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan di era Covid-19, (2) optimalisasi penerapan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), dan (3) modus 
kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin beragam dan 
terorganisir di era perkembangan teknologi. 

Bencana Covid-19 yang terjadi selama hampir tiga tahun sampai saat ini tidak hanya 
berdampak terhadap kesehatan dan perkenomian nasional, tetapi juga berdampak pada 
meningkatnya timbulan limbah B3 medis dan sampah lainnya yang berpotensi munculkan 
tempat-tempat pembuangan limbah B3 dan sampah illegal. Berdasarkan pengalaman 
dalam tiga tahun terakhir, lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan kasus pencemaran yang 
ditangani Direktorat PHPLHK lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum masa pandemi Covid-
19. Selama pandemi Covid-19, kasus-kasus yang ditangani juga lebih banyak terhadap 
kasus kejahatan pada tipologi kehutanan. Hal ini mengindikasikan bahwa hutan menjadi 
sasaran utama para pelaku kejahatan. Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial yang 
diterapkan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 juga 
menghambat pergerakan para aparat penegak hukum di era pendemi Covid-19.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengedepankan 
azas ultimum remedium dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan. Optimalisasi penerapan UUCK dilakukan dengan mengarusutamakan 
penerapan sanksi hukum administrasi atau penerapan sanksi pidana menjadi jalan 
terkahir. Dengan kata lain, UUCK mengamanahkan adanya perubahan paradigma dalam 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yang fokus utamanya ialah 
lingkungan sebagai korban dari para pelaku kejahatan. Dengan demikian, penerapan 
sanksi hukum administrasi terhadap pelaku kejahatan diharapkan tidak hanya memberi 
efek jera terhadap pelaku dengan ancaman hukum pidana, tetapi pemulihan terhadap 
lingkungan yang menjadi aset kekayaan negara dan mempengaruhi keberlangsungan 
makhluk hidup termasuk masyarakat yang lebih luas juga menjadi perhatian utama para 
aparat penegak hukum. 
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Selain itu, di era kontemporer dengan kemajuan teknologi yang ada, modus kejahatan di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan semakin berkembang, beragam, dan terorganisir, 
serta melintasi batas negara. Para pelaku kejahatan yang melibatkan para pemodal besar 
(korporasi) telah menguasai sumber daya fundamental dan vital bagi masyarakat luas. Para 
pemodal besar dengan motif mengeruk keuntungan finansial yang sebesar-besarnya telah 
melakukan berbagai cara untuk menutupi kejahatannya, mulai dari metode transaksi, 
membangun jejaring dengan oknum-oknum otoritas, hingga berpotensi dalam 
mengintervensi pembuatan kebijakan. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS) dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan khususnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 
dengan tindak pidana asal lingkungan hidup dan kehutanan.  

Tiga isu utama tersebut di atas menjadi pertimbangan yang krusial bagi Direktorat PHPLHK 
dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 
berikutnya. Mengingat kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang 
mengkhawatirkan, kesehatan para aparat penegak hukum yang perlu diperhatikan, situasi 
negara yang tidak dapat diprediksi, yang mempengaruhi pengurangan anggaran dan target 
capaian Kementeriian dan Lembaga (K/L) sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sehingga 
Direktorat PHPLHK selaku penanggung jawab kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK 
berkomitmen untuk bekerja lebih ekstra dan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja 
dalam penegakan hukum pidana. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana 
Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 
guna mendukung kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan terhadap 
bencana dan perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, kegiatan 
penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2023 
diprioritaskan pada:  

1. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan untuk meningkatkan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan deforestasi guna 
meningkatkan target penurunan emisi dan intenstias emisi gas rumah kaca, serta 
meningkatkan kualitas udara, air, air laut dan lahan sebagai penyangga sistem 
kehidupan masyarakat, dan 

3. Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UUCK) dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan kawasan hutan sebelum 
terbitnya UUCK 
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B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 
tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(PHPLHK) adalah bagian dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PHPLHK menjalankan fungsi sebagai 
berikut: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan,  
penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, 
penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan;  

c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengumpulan bahan dan 
keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum 
pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan 
bahan dan keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan 
hukum pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan bahan dan 
keterangan, penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum 
pidana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan;  

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, 
penyidikan, penanganan barang bukti, serta fasilitasi penegakan hukum pidana terkait 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 
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C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK berdasarkan Peraturan Menteri 
LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan 

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
didukung oleh 73 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai kontrak.  
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Gambar 2. Sumber Daya Manusia pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 

D.  Pengurustamaan Gender 

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan 
masa. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk menginegrasikan 
perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari 
PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan 
bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG 
adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang 
lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi:  

(1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan 
mengontrol sumber daya;  

(2) berpartisipasi di seluruh proses pembanguan dan pengambilan keputusan, serta 
dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; 

(3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam 
pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive 
gender (PPRG), maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) 
penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif 
gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. 

 

 

 

SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK
Jumlah Pegawai

73 Laki-laki 44
Wanita 29

PNS

PPNP

KONTRAK

59

12

2

Berdasarkan
Status Pegawai

S-2 11
S-1 49
D-3 6
SLTA 4
SLTP 1

Berdasarkan Pendidik

Berdasarkan Usia

20-29 30-39 40-49 >50

26 24

13
10
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 

 

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 

1. Capaian Kinerja Tahun 2021 

Dalam perjalanan tahun 2021, terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkanPemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 dan 
menanggulangi dampak pandemi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah adalah refocussing anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga. Refocussing 
anggaran tersebut berakibat pada pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian 
jumlah target kinerja tahun 2021. 

Tabel 1. Target Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2021 setelah 
refocussing anggaran 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Awal Target Akhir 

1 Meningkatnya 
efektifitas 
penanganan dan 
penyelesaian 
perkara tindak 
pidana lingkungan 
hidup dan 
kehutanan 

Kasus tindak 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 perseorangan 

5 kasus 3 kasus 

2  Kasus tindak 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 badan usaha 

5 kasus 3 kasus 

  PPNS LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

190 orang  180 orang 
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Tabel 2. Capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2021 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 
Kinerja 

Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 
efektifitas 
penanganan dan 
penyelesaian 
perkara tindak 
pidana lingkungan 
hidup dan 
kehutanan 

Kasus tindak 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 perseorangan 

3 kasus 6 kasus 200% 

  Kasus tindak 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 badan usaha 

3 kasus 3 kasus 100% 

  PPNS LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

180 orang 

 

 

214 orang 119% 

 

2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2022 

Tabel 3. Target kinerja kegiatan penegakan hukum pidana LHK tahun 2022 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
Awal 

Target Akhir 

1 Terselesaikannya kasus 
pidana LHK sampai 
dengan P-21 

Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

162 orang 162 orang 

  Jumlah kasus pidana LHK 
yang diselesaikan sampai 
dengan P-21 

6 perkara 10 perkara 

7 



No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
Awal 

Target Akhir 

  Jumlah penanganan 
permasalahan penggunaan 
kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

50 perkara 50 pekara 

 

Tabel 4. Prognosis capaian kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sebagaimana berikut. 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 
Kinerja 

Realisasi Capaian 

1 Terselesaikannya 
kasus pidana LHK 
sampai dengan P-21 

Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

162 orang 212 orang 131 % 

  Jumlah kasus 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 

10 perkara 12 perkara 120% 

 

 

  Jumlah 
penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
kawasan hutan 
yang 
ditindaklanjuti 

50 perkara 110 
perkara 

220% 
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B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 

1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 

Serapan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2021 adalah sebagaimana 
berikut. 

Tabel 5. Serapan Anggaran Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2021 

No. Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Pagu  Realisasi Capaian 

1 Kasus tindak pidana 
LHK yang diselesaikan 
sampai dengan P-21 
perseorangan 

4.819.286.000 4.816.724.800 99.95% 

 Kasus tindak pidana 
LHK yang diselesaikan 
sampai dengan P-21 
badan usaha 

3.583.228.000 3.579.798.950 99.90% 

2 PPNS LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

4.563.836.000 4.559.092.366 99.90% 

  12.966.350.000 12.883.341.086 99.36% 

 

2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2022 

Recofussing anggaran yang dilakukan Pemerintah memberikan dampak pada 
perubahan pagu anggaran di instansi Kementerian/Lembaga termasuk pada Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana LHK sebagaimana berikut 

Tabel 6. Perubahan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2022 

No. Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Pagu Awal Pagu Akhir Penghematan 
Anggaran 

1 Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

1.890.117.000 1.556.277.000 333.840.000 
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No. Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Pagu Awal Pagu Akhir Penghematan 
Anggaran 

2 Jumlah kasus 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan P-
21 

9.996.463.000 8.133.105.000 1.863.358.000 

  

3 Jumlah 
penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
kawasan hutan 
yang ditindaklanjuti 

6.200.000.000 2.744.800.000 3.455.200.000 

  18.086.580.000 12.434.182.000 5.652.398.000 

 

Tabel 7. Prognosis Serapan Anggaran Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 
2022 

No. Prognosis Pagu Prognosis 
Realisasi 

Prognosis 
Capaian 

1 Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

1.556.277.000 1.552.357.780 99.75% 

2 Jumlah kasus pidana 
LHK yang 
diselesaikan sampai 
dengan P-21 

8.133.105.000 8.116.253.445 99.79% 

3 Jumlah penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

2.744.800.000 2.736.973.161 99.71% 
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BAB III 

RENCANA KERJA 2023 

 

A. Strategi dalam Mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
Prioritas Nasional 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) tahun 2023, ditetapkan 6 (enam) Prioritas Nasional (PN) 
Pembangunan sebagai berikut. 

 

 

Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat amanat untuk 
mendukung pelaksanaan 4 (empat) PN yaitu: 

 

 

PN	1 •Memperkuat	ketahanan	ekonomi	untuk	pertumbuhan	yang	berkualitas	dan	berkeadilan

PN	2 •Mengembangkan	wilayah	untuk	mengurangi	kesenjangan	dan	menjamin	pemerataan	

PN	3 •Mengembangkan	sumber	daya	manusia	berkualitas	dan	berdaya	saing

PN	6 •Membangun	lingkungan	hidup,	meningkatkan	ketahanan	bencana	dan	perubahan	iklim 

 

KLHK 

Sumber: RKP Tahun 2023 

Sumber: Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024. 
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Secara rinci, sasaran masing-masing PN tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran	PN	1	

1. Meningkatnya	daya	dukung	dan	kualitas	sumber	daya	ekonomi	sebagai	modalitas	bagi	pembangungan	ekonomi	
yang	berkelanjutan	dengan	mendorong	peningkatan	(a)	porsi	energi	baru	terbarukan	dalam	bauran	energi	
nasional,	(b)	skor	pola	pangan	harapan,	serta	(c)	pengelolaan	dan	pemanfaatan	wilayah	pengelolaan	perikanan	
(WPP)	secara	berkelanjutan;	

2. Meningkatnya	nilai	tambah,	lapangan	kerja,	investasi,	ekspor,	dan	daya	saing	perekonomian	dengan	mendorong	
peningkatan	(a)	rasio	kewirausahaan	nasional,	(b)	pertumbuhan	PDB	pertanian,	(c)	pertumbuhan	PDB	
perikanan,	(d)	pertumbuhan	PDB	industri	pengolahan,	(e)	kontribusi	PDB	indutri	pengolahan,	(f)	nilai	devisa	
pariwisata,	(g)	kontribusi	PDB	pariwisata,	(h)	penyediaan	lapangan	kerja	per	tahun,	(i)	pertumbuhan	investasi	
(PMTB),	(j)	pertumbuhan	ekspor	industri	pengolahan,	(k)	pertumbuhan	ekspor	riil	barang	dan	jasa,	serta	(l)	
rasio	perpajakan	terhadap	PDB.	

	

Sasaran	PN	2		

1. Meningkatnya	pertumbuhan	ekonomi	dan	tingkat	kesejahteraan	masyarakat	di	Kawasan	Timur	Indonesia	(KTI)	
dengan	mendorong	(a)	laju	pertumbuhan	Produk	Domestik	Regional	Bruto	(PDRB)	KTI,	(b)	Indeks	
Pembangunan	Manusia	9IPM)	di	KTI,	serta	(c)	penurunan	persentase	penduduk	miskin	KTI;	

2. Terjaganya	pertumbuhan	ekonomi	dan	tingkat	kesejahteraan	masyarakat	di	Kawasn	Barat	Indonesia	(KBI)	
dengan	mendorong	(a)	laju	pertumbuhan	PDRB	KBI,	(b)	IPM	di	KBI,	serta	(c)	penurunan	persentase	penduduk	
miskin	KBI.	

	

Sasaran	PN	3		

1. Terkendalinya	pertumbuhan	penduduk	dan	menguatnya	tata	Kelola	kependudukan	dengan	(a)	menjaga	Angka	
Kelahiran	Total	(Total	Fertility	Rate/TFR)	dan	(b)	meningkatkan	persentase	cakupan	kepemilikan	Nomor	Induk	
Kependudukan	(NIK);	

2. Meningkatnya	perlindungan	social	bagi	seluruh	penduduk	dengan	mendorong	peningkatan	(a)	proporsi	
penduduk	yang	tercakup	dalan	program	jaminan	social,	dan	(b)	proporsi	rumah	tangga	miskin	dan	rentan	yang	
memperolaeh	bantuan	sosial	pemerintah;	

3. Terpenuhinya	layanan	dasar	bidang	Kesehatan	dan	pendidikan	dengan	(a)	menurunkan	Angka	Kematian	Ibu	
(AKI),	(b)	menurunkan	Angka	Kematian	Bayi	(AKB),	(c)	menurunkan	prevalensi	stunting	pada	balita,	(d)	
menurunkan	insidensi	tuberculosis,	(e)	meningkatkan	jumlah	kabupaten/kota	yang	mencapai	eliminasi	malaria,	
(f)	meningkatkan	jumlah	kabupaten/kota	dengan	eliminasi	kusta,	(g)	menurunkan	prevalensi	obesitas	pada	
penduduk	>18	tahun,	(h)	menurunkan	prevalensi	merokok	penduduk	usia	10-18	tahun,	serta	meningkatkan	(i)	
nilai	rata-rata	PISA	(membaca,	matematika,	sains),	(j)	rata-rata	lama	sekolah	penduduk	usia	15	tahun	ke	atas,	
dan	(k)	harapan	lama	sekolah;	

4. Meningkatnya	kualitas	anak,	perempuan,	dan	pemuda	melalui	peningkatan	(a)	Indeks	Perlindungan	Anak	(IPA),	
(b)	Indeks	Pembangunan	Gender	(IPG),	serta	(c)	Indeks	Pembangunan	Pemuda	(IPP);	

5. Meningkatnya	aset	produktif	bagi	rumah	tangga	misikin	dan	rentan	dengan	mendorong	kenaikan	persentase	
rumah	tangga	miskin	dan	rentan	yang	memiliki	aset	produktif;	

6. Meningkatnya	produktivitas	dan	daya	saing	dengan	peningkatan	(a)	persentase	Angkatan	kerja	berpendidikan	
menengah	ke	atas,	(b)	jumlah	perguruan	tinggi	(PT)	yang	masuk	world	class	university,	(c)	proporsi	pekerja	yang	
bekerja	pada	bidang	keahlian	menengah	dan	tinggi,	serta	(d)	peningkatan	peringkat	global	innovation	index.	
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Untuk mencapai sasaran pembangunan pada PN 6, Pemerintah merumuskan 
Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut. 

Tabel 8. Matriks Prioritas Pembangunan Nasional 6 

Prioritas	
Nasional	
(PN)	6	

Program	
Prioritas	(PP)	

Kegiatan	Prioritas	
(KP)	 Proyek	Prioritas	(Pro-P)	

Membangun	
lingkungan	
hidup,	
meningkatkan	
ketahanan	
bencana,	dan	
perubahan	
iklim	

1	 Peningkatan	
kualitas	
lingkungan	
hidup	

1	 Pencegahan	
pencemaran	
dan	kerusakan	
sumber	daya	
alam	dan	
lingkungan	
hidup	

1	 Pemantauan	kualitas	
udara,	air,	dan	air	laut	

2	 Pemantauan	kinerja	
pengelolaan	lingkungan	
pada	usaha	dan/atau	
kegiatan	

3	 Penyediaan	informasi	
cuaca	dan	iklim	

4	 Pencegahan	kebakaran	
lahan	dan	hutan	

5	 Peningkatan	kesadaran	
dan	kapasitas	pemerintah,	
swasta,	dan	masyarakat	
terhadap	lingkungan	hidup	

6	 Pencegahan	kehilangan	
keanekaragaman	hayati	
dan	kerusakan	ekosistem	

7	 Penyediaan	data	dan	
informasi	
keanekaragaman	hayati	
dan	ekosistem	

2	 Penanggulangan	
pencemaran	

1	 Penanganan	pencemran	
dan	kerusakan	lingkungan		

Sasaran	PN	6		

1. Meningkatnya	kualitas	lingkungan	hidup	dengan	mendorong	meningkatnya	Indeks	Kualitas	Lingkungan	Hidup	
(IKLH);	

2. Berkurangnya	kerugian	akibat	dampak	bencana	dan	bahaya	iklim	dengan	mendorong	penurunan	potensi	
kehilangan	PDB	akibat	dampak	bencana	dan	iklim	terhadap	total	PDB;	

3. Meningkatkan	capaian	penurunan	emisi	dan	intensitas	emisi	GRK	terhadap	baseline	dengan	mendorong	(a)	
persentase	penurunan	emisi	GRK,	dan	(b)	persentase	penurunan	intensitas	emisi	GRK.	
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Prioritas	
Nasional	
(PN)	6	

Program	
Prioritas	(PP)	

Kegiatan	Prioritas	
(KP)	 Proyek	Prioritas	(Pro-P)	

dan	kerusakan	
lingkungan	
sumber	daya	
alam	dan	
lingkungan	
hidup	

2	 Pengelolaan	sampah	
rumah	tangga	dan	sampah	
plastik	

3	 Pengurangan	dan	
penghapusan	merkuri	

4	 Pembangunan	fasilitas	
pengolahan	limbah	B3	
medis	dan	limbah	B3	
terpadu	

3	 Pemulihan	
pencemaran	
dan	kerusakan	
sumber	daya	
alam	dan	
lingkungan	
hidup	

1	 Restorasi	dan	pemulihan	
lahan	gambut	

2	 Pemulihan	lahan	bekas	
tambang	dan	lahan	
terkontaminasi	limbah	B3	

3	 Pemulihan	kerusakan	
lingkungan	pesisir	dan	laut	

4	 Pemulihan	habitat	spesies	
terancam	punah	

5	 Peningkatan	populasi	
spesies	tumbuhan	dan	
satwa	liar	terancam	punah	

4	 Penguatan	
kelembagaan	
dan	penegakan	
hukum	di	
bidang	sumber	
daya	alam	dan	
lingkungan	
hidup	

1	 Penguatan	regulasi	dan	
kelembagaan	bidang	
sumber	daya	alam	dan	
lingkungan	hidup	di	pusat	
dan	daerah	

2	 Penguatan	sistem	
perizinan,	pengawasan,	
dan	pengamanan	
pengelolaan	sumber	daya	
alam	dan	lingkungan	hidup	

3	 Penguatan	mekanisme	
pidana,	perdata,	dan	
mediasi	dalam	proses	
penegakan	hukum	bidang	
sumber	daya	alam	dan	
lingkungan	hidup	

Ruli Desianti
14



 

 

Prioritas	
Nasional	
(PN)	6	

Program	
Prioritas	(PP)	

Kegiatan	Prioritas	
(KP)	 Proyek	Prioritas	(Pro-P)	

2	 Peningkatan	
ketahanan	
bencana	dan	
iklim	

1	 Penanggulangan	
bencana	

1	 Penguatan	data,	informasi,	
dan	literasi	bencana	

2	 Penguatan	system,	
regulasi,	dan	tata	Kelola	
bencana	

3	 Peningkatan	sarana	
prasarana	kebencanaan	

4	 Integrasi	kerja	sama	
kebijakan	dan	penataan	
ruang	berbasis	risiko	
bencana	

5	 Penguatan	penanganan	
darurat	bencana	

6	 Pelaksanaan	rehabilitasi	
dan	rekosntruksi	di	daerah	
terdampak	bencana	

7	 Penguatan	sistem	mitigasi	
multiancaman	bencana	
terpadu	

2	 Peningkatan	
ketahanan	iklim	

1	 Perlindungan	kerentanan	
pesisir	dan	sector	kelautan	

2	 Perlindungan	ketahanan	
air	pada	wilayah	berisiko	
iklim	

3	 Perlindungan	ketahanan	
pangan	terhadap	
perubahan	iklim	

4	 Perlindungan	Kesehatan	
masyarakat	dan	
lingkungan	dari	dampak	
perubahan	iklim	

3	 Pembangunan	
rendah	
karbon	

1	 Pembangunan	
energi	
berkelanjutan	

1	 Pengelolaan	energi	baru	
terbarukan	

2	 Efisiensi	dan	konservasi	
energi	
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Prioritas	
Nasional	
(PN)	6	

Program	
Prioritas	(PP)	

Kegiatan	Prioritas	
(KP)	 Proyek	Prioritas	(Pro-P)	

2	 Pemulihan	
lahan	
berkelanjutan	

1	 Restorasi	dan	pengelolaan	
lahan	gambut	

2	 Rehabilitasi	hutan,	lahan	
dan	reforestasi	

3	 Pengurangan	laju	
deforestasi	

4	 Peningkatan	produktivitas	
dan	efisiensi	pertanian	

3	 Pengelolaan	
limbah	

1	 Pengelolaan	sampah	
rumah	tangga	

4	 Pengembangan	
industri	hijau	

1	 Penerapan	modifikasi	
proses	dan	teknologi	

5	 Rendah	karbon	
pesisir	dan	laut	

1	 Inventarisasi	dan	
rehabilitasi	ekosistem	
pesisir	dan	kelautan	

 

Sumber: RKP Tahun 2023 

 

Penyederhanaan birokrasi dan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Cipta Kerja mendorong dilakukannya perubahan Rencana Strategis 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-20204.  Perubahan 
Rencana Strategis ini mencakup penajaman program kerja Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan serta internalisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan.  

 

Adapun program kerja hasil penajaman sebagaimana tertuang dalam perubahan 
Rencana Strategis Kementerian LHK adalah sebagai berikut: 

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup, 
2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan,  
3. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,  
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan   
5. Program Dukungan Manajemen. 
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Gambar 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK 2020-2024. 

 

Mengacu pada sasaran PN dan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Proyek 
Prioritas (PP) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses 
Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  Peran 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 
pembangunan nasional dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup dan kehutanan diuraikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

VISI, MISI, DAN TUJUAN KLHK

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: “Terwujudnya 
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

VISI KLHK

MISI 1
Mewujudkan hutan yang lestari dan 
lingkungan hidup yang berkualitas 

MISI 2
Mengoptimalkan manfaat ekonomi 
sumber daya hutan dan lingkungan 

secara berkeadilan dan berkelanjutan 

MISI 3
Mewujudkan keberdayaan masyarakat 
dalam akses kelola hutan baik laki-laki 

maupun perempuan secara adil dan 
setara

MISI 4
Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik 

MISI KLHK

TUJUAN 1
Kondisi Lingkungan Hidup dan 
Hutan yang Semakin Tanggap 

Terhadap Perubahan Iklim

TUJUAN 2
Aktualisasi Potensi Ekonomi dari 

Sumber Daya Hutan dan Lingkungan 
Hidup

TUJUAN 3
Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat 

yang Berkeadilan

TUJUAN 4
Tata Kelola pemerintahan Bidang 

LHK yang akuntabel, responsif dan 
berpelayanan prima

TUJUAN KLHK

SASARAN STRATEGIS
T1.S1
Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup

T1.S2
Meningkatnya optimalisasi
pengelolaan sampah

T1.S3
Menurunnya emisi GRK dari
Sektor Limbah dan Kehutanan
yang mendukung pembangunan
rendah karbon

T1.S4
Menurunnya laju penyusutan
hutan

T2.S1
Meningkatnya sirkular ekonomi
dari sampah dan limbah

T2.S2
Meningkatnya pemanfaatan
sumberdaya hutan yang 
berkelanjutan

T2.S3
Meningkatnya ekspor hasil hutan, 
TSL, dan bioprospecting

T2.S4
Meningkatnya Penerimaan Negara 
dari Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

T3.S1
Terselesaikannya status kawasan

hutan yang diakui secara legal dan 
legitimate

T3.S2
Meningkatnya kepastian hukum

atas penguasaan tanah oleh 
masyarakat pada kawasan hutan

T3.S3
Meningkatnya pemanfaatan hutan

oleh masyarakat yang adil dan 
merata

T4.S1
Meningkatnya SDM KLHK yang 

berkualitas

T4.S2
Meningkatnya birokrasi dan 

layanan publik yang agile, efektif, 
dan efisien

42

Sumber: Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024. 
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Tabel 9. Dukungan Ditjen Penegakan Hukum LHK dalam Pembangunan Nasional 

Prioritas	
Nasional	(PN)	

6	

Program	
Prioritas	(PP)	

Kegiatan	Prioritas	
(KP)	 Proyek	Prioritas	(Pro-P)	

Membangun	
lingkungan	
hidup,	
meningkatkan	
ketahanan	
bencana,	dan	
perubahan	
iklim	

1	 Peningkatan	
kualitas	
lingkungan	
hidup	

4	 Penguatan	
kelembagaan	dan	
penegakan	hukum	
di	bidang	sumber	
daya	alam	dan	
lingkungan	hidup	

3	 Penguatan	mekanisme	
pidana,	perdata,	dan	
mediasi	dalam	proses	
penegakan	hukum	
bidang	sumber	daya	
alam	dan	lingkungan	
hidup	

 

Sumber: RKP Tahun 2023 

Gambar 4.  Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen Penegakan Hukum Pidana 
LHK 

 

Pada tataran pelaksanaan, penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi 
dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan 
hidup dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana dan Direktorat 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.  

 

 

 

TUJUAN 1

Kondisi Lingkungan
Hidup dan Hutan
yang semakin
tanggap terhadap
perubahan iklim

PROGRAM 1

Kualitas
Lingkungan Hidup

SASARAN 
STRATEGIS 1

T1.S1

Meningktanya Kualitas
Lingkungan Hidup

INDIKATOR
KINERJA 1

T1.S1.1

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

SASARAN KERJA
PROGRAM 1

T1.S1.1.9

Meningkatnya budaya
ketaatan terhadap
Perundang-undangan
bidang Lingkungan
Hidup dan 
Kehutananan

INDIKATOR KERJA
PROGRAM 1

T1.S1.1.9.1

Presentasi pemegang
Izin yang taat terhadap
peraturan terkait
Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

SASARAN KERJA
PROGRAM 2

T1.S1.1.10

Terselesaikannya kasus
Penegakan hukum
Bidang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KERJA
PROGRAM 2

T1.S1.1.10.1

Jumlah kasus pidana
Dan perdata
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan yang 
ditangani

Sumber: Renstra Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 
(diolah). 
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Gambar 5. Pohon Kinerja Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang 
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  

 
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan 

Komponen Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023 

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menegah Nasonal (RPJMN) 2020-2024, kegiatan penegakan 
hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan di tahun 2022, 
dilanjutkan di tahun 2023.  Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang merupakan 
Unit Eselon II di bawah Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan mendukung pelaksanaan program kualitas lingkungan hidup, 
melalui penanganan perkara pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan 
pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.  

 

Gambar 6.  Output Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 

Sumber: Renstra Direktorat Penegakan Hukum Pidana 2020-2024 

PIDANA 
Penguatan	mekanisme	
pidana,	perdata,	dan	
mediasi	dalam	proses	

penegakan	hukum	bidang	
sumber	daya	alam	dan	
lingkungan	hidup 

Direktorat	Penegakan	Hukum	
Pidana	

Direktorat	Penyelesaian	Sengketa	
Lingkungan	Hidup	PERDATA 

Sumber: RKP Tahun 2023, Renstra Kementerian LHK dan Renstra 
Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2020-2024 (diolah) 
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Gambar 7. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 

Tabel 10.. Tabel Arsitektur Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 
Tahun 2023. 

Program Kegiatan 

Arsitektur Kinerja Tahun 2023 

Rincian 
Output (RO) 

Kelompok 
Rincian 

Output (KRO) 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

DCE – 
Pelatihan 
Bidang 
Kehutanan 
dan 
Lingkungan 
Hidup 

Peningkatan 
Kapasitas 
PPNS 

Jumlah PPNS 
LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

QCE – 
Penanganan 
Perkara 

Kasus Tindak 
Pidana LHK 
P21 

Jumlah kasus 
pidana LHK 
yang 
diselesaikan 
sampai dengan 
P21 

QCE – 
Penanganan 
Perkara 

Berkas 
Penyelesaian 
Penggunaan 
Kawasan 
Hutan 

Jumlah 
penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
Kawasan 
hutan yang 
ditindaklanjuti 

 

Sumber: Renstra Direktorat Penegakan Hukum Pidana 2020-2024 
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Tabel 11. Lokasi Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2023. 

Kegiatan 

Arsitektur Kinerja Tahun 2023 

Lokasi 
Rincian 

Output (RO) 
Kelompok 

Rincian 
Output 
(KRO) 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

DCE – 
Pelatihan 
Bidang 
Kehutanan 
dan 
Lingkungan 
Hidup 

Peningkatan 
Kapasitas 
PPNS 

Jumlah PPNS LHK 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

Jawa Barat 

QCE – 
Penanganan 
Perkara 

Kasus 
Tindak 
Pidana LHK 
P21 

Jumlah kasus 
pidana LHK yang 
diselesaikan 
sampai dengan 
P21 

Seluruh 
Indonesia 

QCE – 
Penanganan 
Perkara 

Berkas 
Penyelesaian 
Penggunaan 
Kawasan 
Hutan 

Jumlah 
penanganan 
permasalahan 
penggunaan 
Kawasan hutan 
yang 
ditindaklanjuti 

Sesuai lokasi 
subyek hukum 
yang 
mengajukan 
permohonan 
penyelesaian 
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Komponen kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian output kegiatan 
penegakan hukum pidana LHK adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 12.. Komponen Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 
2023. 

Kegiatan Rincian Output (RO) Kelompok Rincian 
Output (KRO) Komponen 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

1 DCE – Pelatihan 
Bidang Kehutanan 
dan Lingkungan 
Hidup 

1 Peningkatan 
Kapasitas PPNS 

1 Peningkatan 
Kapasitas PPNS 
Bidang LHK 

2 Pembentukan 
PPNS Bidang 
LHK 

2 QCE – 
Penanganan 
Perkara 

1 Kasus Tindak 
Pidana LHK P21 

1 Pengumpulan 
Bahan dan 
Keterangan atas 
Dugaan Tindak 
Pidana Bidang 
LHK 

2 Penyidikan 
Perkara Tindak 
Pidana Bidang 
LHK 

3 Dukungan Teknis 
Penegakan 
Hukum Pidana 
Bidang LHK 

2 Berkas 
Penyelesaian 
Penggunaan 
Kawasan Hutan 

1 Pengumpulan 
Bahan dan 
Keterangan atas 
Permasalahan 
Penggunaan 
Kawasan Hutan 

2 Penyusunan 
Penetapan Denda 
Administratif 
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Tabel 13. Pembagian Target Kerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023 
antara Pusat dan Daerah  

Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target 
Kinerja Pusat 

Balai 
Gakkum 

LHK 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan 
kapasitasnya 

180 orang 155 orang 25 orang 

Jumlah kasus pidana 
LHK yang diselesaikan 
sampai dengan P21 

160 
perkara 

15 
perkara 

145 
perkara 

Jumlah penanganan 
permasalahan 
penggunaan Kawasan 
hutan yang 
ditindaklanjuti 

60 perkara 60 
perkara 

- 

 

Tabel 14.. Target Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023 

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

1 Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan 
kapasitasnya 

155 orang 

1. Peningkatan kapasitas PPNS bidang 
LHK 

125 orang 

2. Pembentukan PPNS bidang LHK 30 orang 
2 Jumlah kasus pidana LHK yang 

diselesaikan sampai dengan P21/berkas 
perkara dinyatakan lengkap 

15 perkara 

1. Pengumpulan bahan dan keterangan 
atas dugaan tindak pidana LHK 

16 perkara 

2. Penyidikan perkara tindak pidana 
LHK 

15 perkara 

3. Dukungan teknis penegakan hukum 
pidana LHK 

1 kegiatan 

3 Jumlah penanganan permasalahan 
penggunaan Kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

60 perkara 

1. Pengumpulan bahan dan keterangan 
atas permasalahan penggunaan 
kawasan hutan 

60 perkara 
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Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 

2. Penyusunan penetapan denda 
administratif 

60 perkara 

 Total 
 

 

C. Kerangka Pendanaan 

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana di tahun 2023, 
anggaran yang tersedia seluruhnya berjumlah Rp 19.247.961.000 Alokasi anggaran untuk 
mencapai target kinerja diuraikan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 15.  Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2023. 

MAK Kegiatan Pagu (Rp) 

5427 Operasional dan pemeliharaan kantor 
Direktorat Penegakan Hukum Pidana 

 1.161.379.000 

5431 Penegakan Hukum Pidana 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

18.086.582.000 

 Total 19.247.961.000 

 

Tabel 16. Kerangka Pendanaan  Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK 
Tahun 2023 

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Pagu (Rp) 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

155 orang       
2.887.880.000  

Jumlah kasus pidana LHK yang 
diselesaikan sampai dengan 
P21/berkas perkara dinyatakan 
lengkap 

15 
perkara 

      
9.048.702.000 

Jumlah penanganan permasalahan 
penggunaan Kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

60 
perkara 

6.150.000.000 

 Total 18.086.582.000 
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Tabel 17. Rincian Alokasi Anggaran per Komponen Kegiatan Tahun 2023 

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Pagu (Rp) 

Penegakan 
Hukum 
Pidana 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

1 Jumlah PPNS LHK yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

155 
orang 

      
2.887.880.000  

3. Peningkatan kapasitas PPNS 
bidang LHK 

125 
orang 

1.550.220.000 

4. Pembentukan PPNS bidang 
LHK 

30 
orang 

1.337.660.000 

2 Jumlah kasus pidana LHK yang 
diselesaikan sampai dengan 
P21/berkas perkara dinyatakan 
lengkap 

15 
perkara 

9.048.702.000 

4. Pengumpulan bahan dan 
keterangan atas dugaan 
tindak pidana LHK 

16 
perkara 

1.914.200.000 

5. Penyidikan perkara tindak 
pidana LHK 

15 
perkara 

3.822.000.000 

6. Dukungan teknis penegakan 
hukum pidana LHK 

1 
kegiatan 

3.312.502.000 

3 Jumlah penanganan 
permasalahan penggunaan 
Kawasan hutan yang 
ditindaklanjuti 

60 
perkara 

6.150.000.000 

3. Pengumpulan bahan dan 
keterangan atas 
permasalahan penggunaan 
kawasan hutan 

60 
perkara 

2.904.000.000 

4. Penyusunan penetapan 
denda administratif 

60 
perkara 

3.246.000.000 

 Total 18.086.582.000 
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Berdasarkan sumber dana dan jenis belanja, proporsi anggaran Direktorat Penegakan 
Hukum Pidana LHK adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 8. Alokasi Anggaran per Sumber Dana dan Jenis Belanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sumber Dana Pagu (Rp)

1 RM 11,736,582,000 

2 PNBP 6,350,000,000 

Total 18,086,582,000 

No Jenis Belanja Pagu (Rp)

1 Belanja Barang 18,086,582,000

2 Belanja Modal 0

Total 18,086,582,000  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dokumen rencana kerja ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana selama tahun 2023 berikut anggaran 

yang dialokasikan untuk melaksankan kegiatan tersebut.  Seluruh kegiatan yang dilakukan di 

tahun 2023 merupakan keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan di tahun sebelumnya.  Hal 

ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan KLHK sebagaimana 

tercantum dalam Rencana Strategis KLHK 2020-2024 yang merupakan turunan RPJMN 2020-

2024. Selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, dokumen ini juga digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja kegiatan dan penggunaan anggaran 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

 

Tercapainya target kinerja penegakan hukum pidana membutuhkan peran aktif seluruh 

pegawai lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana sesuai kewenangan masing-masing.  
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Direktorat Penegakan Hukum Pidana 

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 


